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PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH 

 

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19 

AKUNTANSI PEMBIAYAAN  

 

Pendahuluan 

 

Tujuan 

 

1.  Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur 

perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

 

Ruang Lingkup 

 

2.  Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. 

3.  Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas 

pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan  APBK, tidak 

termasuk perusahaan daerah. 

 

Definisi 

 

4.  Berikut  adalah istilah – istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian : 

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan 

Pemerintah Kota, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang 

perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran 

yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran 

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang 

dalam penganggaran Pemerintah Kota terutama dimaksudkan 

untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

 

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan 

pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran 

pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak 

memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan 

kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 
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Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh 

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas 

diterima atau dibayarkan. 

 

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 

ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung 

seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kota. 

 

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

 

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung 

seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan. 

 

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan 

dan belanja selama satu periode pelaporan. 

 

 Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat 

pertanggungjawaban, terdiri atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

  

 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas 

Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan 

obligasi Pemerintah Kota, hasil privatisasi perusahaan daerah, 

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain,  

penjualan investasi  permanen  lainnya,  dan pencairan dana cadangan. 

 Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran 

Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada 

entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kota, pembayaran kembali 

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 

pembentukan dana cadangan.  

 

Pengakuan 

 

5.  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas 

Umum Daerah. 

6.  Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat diterbitkannya SP2D. 
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Pengukuran 

 

7. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 

mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

8.  Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto. 

 

Akuntansi Pembiayaan Netto 

 

9.  Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah 

dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran 

tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 

Pembiayaan Netto. 

10.  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang  

antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode 

pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan 

pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos 

SiLPA/SiKPA. 

 

Transaksi Dalam Mata Uang Asing 

 

11.  Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata 

uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut 

menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. 

 

Pengungkapan 

 

12.  Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara 

lain: 

a.  Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun 

berkenaan 

b.  Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan   

Penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana 

cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal 

Pemerintah Kota. 

 


